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KASUS 74 PAKET BODONG

BENGKAYANG

Pejabat Ba
dan Kontrakt
adi Korba

PONTIANAK, SP - Man- derung menghmdar Dan pada hari ini kita.pa pang-
tan Kepala Cabang Bank "Selama ini sudah- tiga gil lagi dan hadir," uJarnya.
Kalbar Kabupaten Beng- Kkali pemanggilan dan sudah Dalam pemeriksaan S¢-

kayang, Muhammad Rajali
(MR) resmi ditahan 'Kejak-

saan Tinggi Kalbar di Rutan

Kelas IT A Pontianak, Senin
(16/12). Penahanan ini se-
suai dengan jadwal penyidik
pidana khusus Kejati Kalbar
dalam kasus pengadaan ba-
rang dan jasa fiktif alias pro-
yek bodong di Bank Kalbar
Cabang Bengkayang sebesar
Rp8.857.600.000.

Kasi Penerangan Umum
Kejati Kalbar, Pantja Edi
Setiawan mengatakan MR
akan menjalani masa pena-
hanan di Rutan Kelas II A
Pontianak selama 20 hari
ke depan. Alasannya, selama
ini Kejati Kalbar telah tiga
kali memanggil MJ. Namun
yang bersangkutan tidak
bersikap kooperatif dan cen-

melakukan pendekatan per-
suasif, dan kita sudah me-
lakukan upaya mendatangi
rumah tersangka (MR) na-

mun dia tidak koorperatif.

Ali Nasrun
i Akademisi Untan

nin kemarin, penyidik Kejati-
telah mengantongi dua alat
bukti kuat untuk menetap=

kannya sebagai tersangka:
Akan tetapi, Panja tidak.
® Baca Halaman 7,

’—‘vi{;g".

Jadi pélanggaran itu menurut saya
pada oknum pe;abat tersebut, bukan
l pada bank.

PANa BT Satiauar
£33 Kasi Penerangan Umum Kejati Kalbar

[Karena sifatnya ini fiktif, secara adminis-
trasi MR pasti melakukan penandatangan
juga dan penyalahgunaan wewenang.
Cuma kebijakan itu sampaibatas mana, -
penyidik telah menemukan ada peran

yang dilakukan oleh MR.
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Hal 1 | ® pejabat bank

membeberkan, rinci bukti
tersebut lantaran masih da-
lam ranah penyidikan.

Hanya dia memastikan,
MR memiliki peran aktif da-
lam kasus tersebut. Terutama
dalam - menyalahgunakan
wewenang selama menjabat
sebagai Kepala Cabang Bank
Kalbar Bengkayang.

"Karena sifatnya ini fik-
tif, secara administrasi MR
pasti melakukan penanda-
tangan juga dan penyalah-
gunaan wewenang. Cuma
kebijakan itu sampai batas
mana, penyidik telah mene-
mukan ada peran yang di-
lakukan oleh MR. Dan alat
bukti itu masih ranah dalam
. penyidikan dan kita belum
bisa ungkap, nanti di persi-
dangan akan terungkap dari
masing-masing yang sudah
kita tahan," jelasnya.

Selama kasus ini berjalan,
‘Kejati Kalbar setidaknya te-
lah memeriksa 34 saksi yang
berasal dari unsur 32 per-
usahaan yang memperoleh
kredit pengadaan barang dan
jasa dari Bank Kalbar cabang
Bengkayang berupa 74 paket
pekerjaan. Ada pula dua saksi
dari Pengguna Anggaran
Kementerian Desa, Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT), yakni Gunarso dan
Supriyatno.

"Saat ini Pidsus Kejati
sedang bekerja ‘dan ke-
mungkinan berpotensi akan
adanya tersangka lain," tu-

turnya.

Sebelumnya, Kejati Juga
telah menetapkan pensiu-
nan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kabupaten Beng-
kayang, Herry Murdianto
(HM) sebagai tersangka
dan dijebloskan ke Rutan
Kelas IIA Pontianak sejak

Kamis (21/11) malam lalu. .

Di Pemkab Bengkayang,
HM adalah Kabid Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal
Dinas Sosial,Pemberdayaan
Perempuan, ' Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa Kabupa-
ten Bengkayang, yang juga

_merangkap sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK).
Awal Kasus

Kasus ini berawal dari
adanya 32 perusahaan yang
memperoleh kredit penga-
daan barang dan jasa dari

Bank Kalbar Cabang Beng--

kayang berupa 74 paket
pekerjaan. Masing-masing
perusahaan tersebut menga-
jukan kredit dengan bermo-
dal jaminan Surat Perintah

Kerja (SPK) yang ditanda-

tangani -oleh HM. Gunarso
mendapat satu SPK (Surat
Perintah Kerja), sementara
sisanya didapat Supriyatno.
. “Sumber anggaran dik-
laim melalui Daftar Isian Pe-
laksanaan Anggaran (DIPA)
Kemendesa PDTT Tahun
Anggaran  2018. Namun
DIPA tersebut ternyata fiktif,”
ungkap Pantja Edi Setiawan.
Dalam SPK tersebut

dicantumkan sumber ang-
garan proyek yaitu DIPA
Kementerian PDTT Nomor
0689/060-01.2 01/29/2018.
Namun pembayaran atau
pengembalian uang kredit
tidak bisa dilaksanakan ke-
rena proyek tersebut fiktif.
Keputusan  pemberian
fasilitas Kredit Pengadaan
Barang dan Jasa (KPBJ) ter-
sebut tidak didasarkan pada

‘analisa yang ' benar _sesuai

ketentuan, tidak dilakukan
survei dan penelitian ‘atas
kebenaran "objek jaminan
berupa SPK dan DIPA, se-
hingga mengakibatkan ke-

rugian keuangan negara .

sebesar Rp8.857.600.000.
"Pada saat itu tersangka
(HM) menandatangani su-
rat perintah kerja sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) yang mengajukan.
kredit pinjaman danake
Bank Kalbar untuk menger-

jakan proyek pembangunan
rumah tertinggal dari ke-

menterian transmisi tahun

2018," katanya.

Kejati Kalbar mendapat
temuan bahwa HM tidak
pernah terdaftar atau tidak
memiliki Surat Keputusan
(SK) sebagai PPK di Kemen-
des PDTT sebagaimana yang

. dicantumkan dalam SPK ter-

sebut. Gunarso juga tidak per-
nah terdaftar sebagai pegawai
di kementerian tersebut.

' “Sebagaimana  kita tahu
pengguna anggaran di Ke-
menterian PDTT adalah

Universitas

Menteri,” ungkapnya.
Ketelitian Bank

Akademisi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Tanjungpura
Pontianak, Ali Nasrun me-
ngatakan bank kemung-
kinan melihat Surat Perintah
Kerja (SPK) sebagai tanda
resmi. Mereka percaya lan-
taran diajukan pejabat resmi
pemerintah. Kredit pun di-
kucurkan.

"Jadi pelanggaran itu
menurut saya pada oknum
pejabat tersebut, bukan pada
bank," ucapnya.

Dia yakin bank sudah te-
liti memeriksa surat yang jadi
landasan kredit. Sehingga
mereka berani mengeluar-
kan kredit yang diajukan.
Menurutnya, hal ini bukan
kasus pembobolan, sebab
jika ada dua kasus serupa de-
ngan surat yang sama dalam
pengajuan kredit, bank tetap
akan meloloskannya.

"Tanpa mengetahui se-
cara detail, ‘saya kira per-
bankan sangat teliti dalam
hal tersebut," katanya.

Ali menyampaikan jika
surat yang menjadi landasan
pengajuan kredit tersebut
dibuat pejabat yang resmi.

-Maka bank tidak dalam ar-

tian salah.
“Ada oknum yang me-
nyalahgunakan hal itu.

Salahnya kepada oknum
tersebut yang menggunakan
dokumen resmi pemerin-

tah,” sebutnya. (din/sms/bls)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




SUARA PEMRED

| Jan | Feb | Mar| Apr | Mei ] Jun | Jul ]Agust| Sept| Okt | Nov |@e5| |20[9 ] [Hal.:l |*-

l1]2[3]4]s5[6]|7]8]9]10[11]12]13]14]15]16]07|18]19]20]21|22]23|24|25| 26| 27|28]29]30|31]

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



